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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN TAHANAN 

OLEH SESAMA TAHANAN DI RUTAN POLRI DIHUBUNGKAN 

DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA 

A. Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan 

rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law 

enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat 

makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses 

pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap.24 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.25 

Menurut Satjipto Raharjo:26 

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide 

atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan 

                                                           
24 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif  Fadillah, Strategi Pencegahan Dan 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87. 
25 Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32. 
26 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar 

Baru, Bandung, 2010, hlm. 15 
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sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha 

untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.” 

Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu prasyarat yang 

sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih. Penegakan hukum secara konsisten akan memberikan rasa aman, 

adil dan kepastian berusaha. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, 

maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan 

tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. 

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga 

dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu 

mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan 

menjadi dua, yaitu:27 

1) Ditinjau dari sudut subjeknya: 

  Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek 

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan 

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, 

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti 

sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

 

                                                           
27 Dellyana,Shant, Op.Cit, hlm. 34. 
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2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:  

  Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai 

keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun 

nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, 

penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang 

formal dan tertulis. 

 Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan 

yaitu:28 

1) Kepastian hukum (Rechtssichercheit) 

 Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap 

tindakan semaunya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan 

dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat 

dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit 

2) Keadilan (gerechtigkeit) 

Keadilan sangat didambakan oleh berbagi pihak namun hukum tidak 

selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan 

mengikat semua orang.  

3) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) 

Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang 

bersengketa. Penegakan hukum (law enforcement) dalam 

penyelesaian sengketa. 

                                                           
28 JOM Fakultas Hukum, 2014,  Vo. I, No. 2 
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 Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana 

menjadi 3 bagian yaitu: 29 

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 

(substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini 

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara 

ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan 

pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif 

sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan 

terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan 

(klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area 

of no enforcement. 

2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam 

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan 

hukum secara maksimal. 

3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan 

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana 

dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan 

                                                           
29 Dellyana,Shant, Op.Cit, hlm. 39. 
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dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual 

enforcement. 

  Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum 

pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law 

application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk 

didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan 

hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi: 

1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative 

system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang 

menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 

2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif 

(administrative system) yang mencakup interaksi antara berbagai 

aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas. 

3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), 

dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula 

diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan 

masyarakat. 

  Adanya penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk 

menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, 

baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan 

lain setelah terjadinya pelanggaran hukum. 
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2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia 

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, diantaranya yaitu:30 

1) Faktor Hukum 

   Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan 

antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum 

menitikberatkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif, sementara keadilan sifatnya abstrak.  

   Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak 

sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan 

hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya 

mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian 

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk 

mencapai kedamaian. 

2) Faktor Penegak hukum 

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang 

peranan yang penting. Apabila peraturan Perundang-undangannya 

sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka 

akan terjadi dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh 

                                                           
30 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 19. 
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karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum 

adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum. 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

  Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 

tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil 

penegakan hukum akan mencapai tujuannya. 

  Contoh faktor ini bisa dilihat dalam proses peradilan. Adanya 

hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan 

karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan sementara waktu 

untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Suatu 

masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan 

sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang 

diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan sanksi-sanksi 

tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar 

potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah 

melanggar. 

  Kepastian penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai 

dampak lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi 

negatif belaka. Jika tingkat kepastian dan kecepatan penanganan 

perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek 
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jera yang lebih tinggi sehingga akan dapat mencegah peningkatan 

kejahatan maupun residivisme. 

  Kepastian dan kecepatan penanganan perkara tergantung pada 

masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program 

pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi, 

pendidikan bagi para penegak hukum mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara 

pidana. 

  Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai peranan 

penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas 

tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan 

yang seharusnya. 

4) Faktor Masyarakat 

 Penegak hukum berasal dari masyakarat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 

atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, 

persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu  kepatuhan 

hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

5) Faktor Kebudayaan 

  Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang 

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar 
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manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan 

menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. 

  Adapun teori yang menjelaskan tentang teori penegakan hukum 

yang disampaikan oleh Lawrence M.Friedman. Ketiga komponen 

tersebut adalah:31 

a. Struktur Hukum 

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem 

hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat 

penegak hukum, sarana dan prasarana, yang secara kumulatif 

menentukan proses kerja serta kinerja mereka; 

b. Substansi Hukum 

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi 

hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk 

menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. 

c. Budaya Hukum 

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam 

menaati hukum itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. 

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan 

represif. Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak 

terjadi pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada 

umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Walaupun 

adakalanya dengan Undang-undang, dapat ditunjuk pula pengadilan seperti 

                                                           
31 http://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-

alat-penguasa/ diakses pada tanggal 27 Mei 2019 Pukul 12:30 WIB 

http://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa/
http://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa/
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dalam yurisdiksi volunter, dan kejaksaan misalnya dengan tugas 

penuntutannya melakukan penegakan hukum preventif. 

Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha 

preventif telah dilakukan akan tetapi masih juga terdapat usaha 

pelanggaran oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor 

tersebut akan menjadi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. 

3. Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Indonesia:  

1) Lembaga Kepolisian 

Menurut Satjipto Raharjo:32 

“Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, 

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.” 

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner 

menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan 

ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya 

polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai 

penegakan ketertiban.33 

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa 

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah 

                                                           
32 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2009, hlm. 111. 
33 Ibid, hlm.117 . 



40 
 

kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, 

yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.  

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah 

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan 

pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah 

organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan 

kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:  

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. 

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional 

yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

POLRI sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran POLRI 

yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih 
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perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. POLRI 

dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: 

a. Perlindungan masyarakat; 

b. Penegakan Hukum; 

c. Pencegahan pelanggaran hukum; 

d. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 

 

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat 

penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas 

yaitu:34 

a. Asas legalitas 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk 

pada hukum. 

b. Asas kewajiban 

Merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam 

masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam 

hukum. 

c. Asas Partisipasi 

Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi 

mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan 

kekuatan hukum dikalangan masyarakat. 

 

 

                                                           
34 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm. 

17. 
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d. Asas Preventif 

Selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan    

kepada masyarakat. 

e. Asas Subsidiaritas 

Melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan 

yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi. 

  Lembaga kepolisian memiliki wewenang dalam menegakkan hukum 

melalui tahap-tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sebelum 

akhirnya ke tahap selanjutnya yaitu penangkapan, penggeledahan, 

penyitaan dan penahanan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu perisitiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

  Fungsi dan tujuan dilakukannya penyelidikan untuk mengetahui dan 

menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan apakah 

peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika terbukti 

peristiwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka proses selanjutnya 

berhak untuk dilanjutkan, sedangkan jika bukan suatu peristiwa tindak 

pidana maka peristiwa tersebut diberhentikan. 
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Penyelidikan dilakukan berdasarkan:35 

a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung 

oleh penyelidik/penyidik 

b. Laporan polisi 

c. Berita Acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara 

d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi 

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk: 

a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu 

peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakah tindak 

pidana atau bukan. 

b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diproses agar 

menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya. 

c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. 

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya 

merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Pada 

tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan 

“mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau 

diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat  

penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan 

bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang 

ditemukan dan juga menemukan pelakunya. 

                                                           
35 M.Husein Harun, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, PT rineka cipta, 

Jakarta, 1991, hlm. 57.  
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Berdasarkan  Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana: 

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.” 

 Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana: 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya.” 

 

   Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana: 

 “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang 

diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan 

penyelidikan.” 

  Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana: 

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.” 

 

Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-

bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak 

pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. 
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Penyidikan dilakukan oleh tim penyidik guna mendapatkan segala 

informasi dan bukti-bukti yang kuat terhadap kejahatan yang terjadi. 

Agar selanjutnya dapat dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap pelaku 

kejahatan tersebut. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa 

yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-

pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk 

mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun 

keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.36 

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (begrips bepaling) 

sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan 

kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika 

terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya 

diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:37 

a. Tindak pidana yang telah dilakukan 

b. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti) 

c. Waktu tindak pidana dilakukan (tempus delicti) 

d. Cara tindak pidana dilakukan 

e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan 

f. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan 

g. Siapa pelakunya. 

                                                           
36 Ibid, hlm. 58 
37 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan 

Permasalahannya, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 55.  
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Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau 

pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima 

laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 

diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan 

penyidikan yang diperlukan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam 

Pasal 106 KUHAP. Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian yang 

diberikan wewenang oleh Undang-Undang. 

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan di dalam Penyidikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan 

pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan 

b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap 

orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana 

yang terjadi. 

c. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, 

kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang 

bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga 

peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu 

menjadi jelas. 

d. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap 

orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana 

yang terjadi, yang dapat berupa : 
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1. Pemanggilan 

2. Penangkapan 

3. Penahanan  

4. Penggeledahan 

5. Penyitaan 

 

2) Lembaga Kejaksaan 

 Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 

13 bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim.38 Dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara 

langsung tentang jaksa sebagai penyidik. Namun seiring perkembangan 

politik, kewenangan kejaksaan sudah dibentuk dalam Undang-undang 

tersendiri sebagai penegak hukum.   

 Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan 

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan Undang-Undang.  

 Lembaga Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang : 

a. Melakukan penuntutan 

                                                           
38 Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko,  Etika Profesi Aparat Hukum,  Pustaka 

yustisia, Yogyakarta, hlm. 39. 
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b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 

bersyarat 

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan Undang-Undang 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 

penyidik. 

2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan 

kuasa khusus dapat bertindak di dalam ataupun di luar pengadilan 

untuk dan atas nama negara atau pemerintah 

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum 

c. Pengamanan peredaran barang cetakan 

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama 

f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. 
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Lembaga Kejaksaan juga memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis 

pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan 

sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan 

perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa 

Agung; 

2. Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan 

sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan 

tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung 

jawabnya; 

3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang 

berintikan keadilan di bidang pidana; 

4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, 

dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, 

pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata 

dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk 

menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan 

penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung; 

5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau 

tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan 

penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau 
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disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, 

lingkungan atau dirinya sendiri; 

6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, 

penyusunan peraturan perundangundangan serta peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat; 

7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta 

pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas 

pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan 

perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa 

Agung. 

Sehingga kejaksaan berfungsi mengadili proses perkara, karena 

hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus 

dapat diajukan kepengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah 

menurut hukum acara pidana.39 

3) Lembaga Kehakiman 

  Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki 

wewenang menegakan hukum dalam proses 48 peradilan, segaimana 

dimaksud didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: 

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

                                                           
39 Ibid, hlm. 36. 
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keadilan berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Hukum Republik Indonesia.” 

  Sesuai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas pengadilan adalah 

menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. 

Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat 

dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan 

pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim 

menjatuhkan putusannya. 

4) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 

  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang 

No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem 

kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan 

merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu 

pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep 

umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan. 

  Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan 

narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksud dalam hal 
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ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, 

Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi 

“Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia 

Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. 

Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun juga harus 

mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang 

lain layaknya kehidupan manusia secara normal. 

  Kegiatan lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan penegakan 

hukum yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 12 

tahun 1995 Tentang Lembaga pemasyarakatan yang menyatakan bahwa 

sistem yang kini telah menjadi sistem pemasyarakatan guna 

memperbaiki dan menjadikan para narapidana agar mendapatkan 

pengalaman dan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

5) Advokat 

 Lahirnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai 

salahsatu pilar penegak hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003, menyatakan bahwa Advokat berstatus 

sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum 

dan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “Advokat 

berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu 
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perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara 

dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. 

B. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 

(yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar 

hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa 

Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “strafbaarfreit” atau 

“delik”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh 

beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana”, dan “perbuatan pidana”. Berikut 

pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli:40 

  Menurut Simons menyatakan: 

“Tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam 

dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan 

dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh 

seseorang yang mampu bertanggungjawab.” 

Menurut E.Utrecht menyatakan: 

“Tindak Pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga 

ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau 

sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang 

ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). 

 

                                                           
40 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta,  2005, hlm. 20. 
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Sementara itu menurut Moeljatno: 

“Perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan 

tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat 

sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh 

masyarakat.” 

Sedangkan Pompe membedakan pengertian tindak pidana menjadi 2 

(dua) yaitu:41 

1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma 

yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, diancam dengan 

pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 

kesejahteraan. 

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh 

peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang 

dapat dihukum. 

   Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 

 

 

 

                                                           
41 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 

1997, hlm. 182.  
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

  Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak 

pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang 

dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit).  

  Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada 

umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu 

unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur 

”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si 

pelaku itu harus dilakukan.42 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-

lain; 

                                                           
42 Ibid, hlm. 183. 
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d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:43 

a. Sifat melanggar hukum; 

b. Kualitas si pelaku;  

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana 

 Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-

dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:44 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 

kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar 

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara 

keseluruhan. 

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana 

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

                                                           
43 Ibid, hlm. 184. 
44 Moeljatno, Op.Cit , hlm. 47 
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dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 

KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti 

larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu 

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 

pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 

delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 

KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu 

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 

KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang 

wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik 

kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya 

Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka. 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), 

perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 

KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 

dan Pasal 552 KUHP. 
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2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 

berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif 

atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu 

tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. 

  Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis 

tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana 

sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan 

tindak pidana pasif. 

4. Teori Pemidanaan 

  Secara tradisional, teori-teori pemidanaan dibedakan menjadi tiga 

kelompok teori, yaitu : 

1) Teori Pembalasan (Absolut) atau Retributive Theory atau Vergeldings 

Theorieen 

 Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah 

manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap 

pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini adalah 

gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai 

suatu reaksi keras yang bersifat emosional, sehingga dapat dinilai 

rasional. Menurut teori ini, tujuan dari pidana ada dalam delik yang 

dilakukan itu sendiri. Pidana adalah akibat mutlak dari pada adanya 

delik, yaitu merupakan pembalasan atas kesusahan yang ditimbulkan 
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oleh si pembuat delik. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada 

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, 

pembenaran dari adanya pidana terletak pada adanya atau terjadinya 

kejahatan itu sendiri. 

 Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama (primer) dari pidana 

menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to 

satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang 

menguntungkan adalah sekunder. Sedangkan menurut Kant, pidana 

merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai 

“Kategorische Imperatief” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim 

karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat 

untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan 

(uitdrukking van de gerechtigheid).45 

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian Theory atau Doel Theorieen) 

 Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama 

pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence, dan reformatif.46 Tujuan 

menakuti atau deterrence dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan 

rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga 

bagian yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik 

dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan deterrence yang 

individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali 

melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan deterrence yang bersifat publik, 

                                                           
45 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 

Bandung, 1992, hlm. 11 
46 Ibid, hlm. 31 
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agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. 

Tujuan deterrence yang bersifat jangka panjang atau long term 

deterrence adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat 

terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai educative theory atau 

denunciation theory. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk 

memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak 

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andenaes, teori ini 

dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of 

social defence). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat 

disebut teori atau aliran reduktif (the “reductive” point of view) karena 

dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi 

frekuensi kejahatan. Para penganutnya dapat disebut golongan 

“Reducers” (Penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk 

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu 

yaitu bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan 

(Utilitarian theory).47 

 Jadi, pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau 

pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 

melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. 

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada 

                                                           
47 Ibid, hlm. 16 
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tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, 

melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. 

3) Teori Gabungan atau Verenigingstheorien atau Mixed Theories 

  Teori gabungan adalah gabungan kedua Teori Absolute dan Teori 

Relatif atau tujuan yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman untuk 

mempertahankan tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 

pribadi si penjahat. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 

pembalasan dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata 

lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori 

gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu : 

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 

itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 

dapatnya diperhatikan tata tertib masyarakat. 

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih 

berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana 

(Schravendiljk, 1955:218). 

C. Tinjauan Mengenai Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian  

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan  

  Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” 

mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan 

diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan 
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sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa 

sakit atas luka pada tubuh orang lain. 

 Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan 

diantaranya sebagai beikut: 

1) Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka 

kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan 

perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu 

tujuan yang diperkenankan.48 

2) Menurut Mr. M.H. Tirtaamidja, menganiaya ialah dengan sengaja 

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu 

perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak 

dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan 

untuk menambah keselamatan badan.49 

3) Menurut Doctrine, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada 

orang lain. 

  Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya 

kejahatan terhadap tubuh manusia (misdrijven tegen het lijf) ini ditujukan 

bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan 

berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang 

                                                           
48 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan 

prevensinya) Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5. 
49 Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1995, hlm. 174. 
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mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian 

rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. 

2. Unsur-unsur Penganiayaan 

  Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut: 50 

a. Adanya kesengajaan  

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam 

tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit 

yaitu kesengajaan sebagai maksud. Namun demikian patut menjadi 

perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana 

penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan 

kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya 

kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya 

kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, 

yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, 

bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap 

akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah 

merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan 

yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang 

dikehendaki atau dimaksudkannya. 

 

 

                                                           
50 Tongat, Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek 

Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74. 
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b. Adanya perbuatan 

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud 

adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan 

anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan 

sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat 

kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, 

mengiris, membacok, dan sebagainya. 

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)51 

1) Membuat perasaan tidak enak 

2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan 

perubahan pada tubuh  

3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat 

terjadinya penganiayaan 

4) Merusak kesehatan orang. 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan 

 Penganiayaan dimuat dalam BAB XXII, Pasal 351 s/d Pasal 355 

adalah sebagai berikut: 

1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan 

pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu 

pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat 

                                                           
51 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta,2010, 

hlm. 10. 
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dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka 

jenis penganiayaan biasa, yakni: 

a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat 

maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

empat ribu lima ratus rupiah 

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan 

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 

c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan 

hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun  

d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. 

Unsur-unsur penganiayaan biasa,yakni :  

a. Adanya kesengajaan. 

b. Adanya perbuatan 

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: Rasa sakit tubuh 

dan/atau luka pada tubuh 

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 

2) Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP) 

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan 

ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga 

bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan 

Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau 

halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa 
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ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan 

ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah 

perintahnya. 

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 KUHP, yaitu suatu 

penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang 

untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari 

penganiayaan ringan adalah: 

a. Bukan berupa penganiayaan berencana 

b. Bukan penganiayaan yang dilakukan: 

1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,istri atau anaknya. 

2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena 

menjalankan tugasnya yang sah. 

3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 

kesehatan untuk dimakan atau diminum. 

c. Tidak menimbulkan: 

1) Penyakit; 

2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan;atau 

3) Pencaharian 

3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu: 

a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau 

kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 

empat tahun. 
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b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 

c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. 

  Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu 

sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan 

menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat: 

1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan 

dalam suasana batin yang tenang. 

2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat 

sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang 

cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: 

Risiko apa yang ditanggung, bagaimana cara dan dengan alat apa 

serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya, bagaimana 

cara mengilangkan jejak. 

3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan 

dalam suasana hati yang tenang. 

4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 

Hal ini diatur dalam pasal 354 KUHP: 

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain,diancam karena 

melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun 
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2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 

Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada 

tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang 

menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain: 

a) Kesalahannya : kesengajaan 

b) Perbuatan : melukai berat 

c) Objeknya : tubuh orang lain 

d) Akibat  : luka berat.  

 

  Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh 

orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini 

haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk 

kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur 

kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk 

kesengajaan. Unsur akibat sudah merupakan bagian kesatuan dari unsur 

perbuatan melukai berat, karena perbuatan melukai berat adalah suatu 

perbatan yang untuk terjadinya secara sempurna memerlukan adanya 

akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat, suatu perbuatan tidak dapat 

dikualifikasi sebagai perbuatan melukai berat. Apabila dihubungkan 

dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus 

ditujukan baik terhadap perbuatannya, maupun terhadap akibatnya, 

yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan 

yang bersifat abstrak artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak 

dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya 

perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui 
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setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama halnya dengan rumusan 

perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan (Pasal 338) 

KUHP.52 

  Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk yakni: 

a) Penganiayaan berat biasa 

b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian 

 

 Akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau 

dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh 

sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya 

penganiayaan berat, akan tetapi berupa faktor memperberat pidana pada 

penganiayaan berat. Dalam hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan 

penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian. Berbeda dengan 

penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun 

penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 Ayat 

2 KUHP dan Pasal 353 Ayat 2 KUHP), untuk terjadinya penganiayaan 

berat secara sempurna, akibat luka berat yang dituju harus sudah 

timbul, tetapi pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana 

sudah dapat terjadi dengan sempurna walaupun luka berat tidak 

timbul.53 Penganiayaan berat, apabila luka berat tidak timbul, yang 

terjadi barulah percobaannya, yakni percobaan penganiayaan berat 

Pasal 354 jo 53 KUHP. 

                                                           
52 Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap 

Anak  , 2017, Jurnal EduTech, Vo. 3 No.1 
53 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.  33. 
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Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 

Ayat 3 KUHP, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus 

pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana Pasal 353 

KUHP kesengajaannya disamping ditujukan pada perbuatan dan akibat 

yang sama seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada 

rencana terlebih dahulu, dan sama-sama tidak ditujukan pada akibat 

kematian. Tetapi pada penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, 

kesengajaannya ditujukan pada baik perbuatannya juga sekaligus pada 

akibat luka beratnya. Terhadap akibat kematiannya, sikap batin 

petindak dalam penganiayaan biasa Pasal 353 KUHP dan penganiayaan 

berencana yang menimbulkan kematian Pasal 353 Ayat 3 KUHP dan 

penganiayaan yang berat Pasal 354 KUH adalah sama, dalam arti 

kesengajaannya tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut. 

Akibat pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur 

penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan 

memperberat pidana dalam penganiayaan berat.54 

 Penjelasan yang telah diuraikan di atas tentang kejahatan yang 

berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka 

peganiayaan berencana ini merupakan gabungan antara penganiayaan 

berat Pasal 354 Ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana Pasal 

353 Ayat 1 KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang 

terjadi dalam penganiayaan berencana kedua bentuk penganiayaan ini 

                                                           
54 Ibid, hlm. 34. 
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haruslah terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu harus terjadi secara 

bersama, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur penganiayaan 

berat maupun unsur penganiayaan berencana.55 

5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) 

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 

354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 

KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak atau 

bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan 

berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam 

penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal 

akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak 

ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya 

korban, maka disebut pembunuhan berencana. 

6) Penganiayaan Terhadap Orang 

Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan. 

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP 

dapat ditambah dengan sepertiga: 

a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang 

sah, istrinya atau anaknya; 

b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau 

karena menjalankan tugasnya yang sah; 

                                                           
55 Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Op.Cit 
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c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang 

berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 

Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang 

memperberat berbagai penganiayaan. 

 Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan 

berbagai penganiayaan yaitu: 

a. Kualitas korban 

b. Cara atau modus penganiayaan  

D. Pengertian Tahanan 

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian tahanan yaitu orang 

yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau 

kejahatan. Sedangkan menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 

menyebutkan bahwa Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang 

ditempatkan di dalam RUTAN. Tersangka adalah seorang yang karena 

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga 

sebagai pelaku tindak pidana.  

 Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup 

didasarkan bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. Selanjutnya, terdakwa 

adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. 

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

mengenai tahanan, yaitu seseorang yang kehilangan kebebasannya dan 

ditempatkan dalam RUTAN oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. 
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 Sedangkan Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tahanan adalah 

seseorang yang berada dalam penahanan. Dalam KUHAP, masalah penahanan 

diatur pada Bab V Bagian kedua Pasal 20 sampai Pasal 31. Sedangkan dalam 

Pasal 1 butir 21 KUHAP dijelaskan mengenai pengertian penahanan, sebagai 

berikut:  

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 

tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 

penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini.” 

 Disamping memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan, 

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP masih memberi wewenang kepada penyidik 

untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Pasal 

7 ayat (1) huruf j KUHAP seolah-olah memberi keleluasaan bagi penyidik 

untuk bertindak sesuai kehendaknya dengan anggapan bahwa apa yang 

dilakukannya merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan 

kewajibannya.56 

 Ada tiga macam jenis penahanan, yaitu penahanan rumah tahanan 

(RUTAN) negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penentuan jenis 

penahanan yang akan ditetapkan kepada seorang tersangka atau terdakwa 

ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 

Demikian juga pengalihan jenis penahanan dari jenis penahanan yang satu ke 

                                                           
56 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hlm. 105.   
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jenis penahanan yang lain, atau mengubah status penahanan, dari status ditahan 

menjadi dibebaskan dari penahanan (tidak tahan) atau sebaliknya.57  

E. Pengertian Rumah Tahanan (RUTAN) 

 Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah 

tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 RUTAN merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang 

terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu RUTAN Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan RUTAN. Sub-sistem sebagai sub-sistem terakhir mempunyai 

tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana 

pencabutan kemerdekaan. Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang 

hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu 

rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk 

menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat di samping dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang 

lain yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat 

ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan RUTAN sebagai pelaksanaan 

pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 

M.04.UM.01.06 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan 

menegaskan bahwa:  

                                                           
57 Berlian Simarmata, 2011, Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut 

KUHAP dan Konsep RUU KUHAP, Jurnal Mimbar Hukum, Vo. 23, No. 1. 
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“Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka 

atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan.” 

  Dalam pengertian diatas, dijelaskan bahwa RUTAN adalah tempat 

penahanan sementara tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan. 

Namun, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman No. 

M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan 

Tertentu Sebagai Rumah Tahanan (RUTAN) maka Lembaga Pemsyarakatan 

(LAPAS) dapat beralih fungsi sebagai RUTAN dan begitupun sebaliknya. Jadi, 

RUTAN dapat difungsikan untuk menahan narapidana serta fungsi-fungsi 

LAPAS lainnya dapat diterapkan di RUTAN termasuk sistem 

pemasyarakatannya. 

  Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di RUTAN merupakan 

proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak, seperti yang dikemukakan 

Dirjen Pemasyarakatan Baharuddin Suryobroto yaitu:58 

“Tersangka yang ditempatkan di RUTAN merupakan proses 

penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan 

Pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan 

permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian 

diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya 

harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang 

hilang kemerdekaan atau instansi pemasyarakatan.” 

 

                                                           
58 Denny Latumaerissa, 2015, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut 

Hukum Acara Pidana Indonesia, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 

Vo.21, No. 2.  
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 Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kehilangan kemerdekaan 

merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana atau 

tahanan. 

 Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di RUTAN memiliki hak-

hak yang harus dipenuhi. Disamping harus dipenuhinya hak-hak tahanan dalam 

RUTAN, para tahanan juga dituntut harus mematuhi dan mengikuti seluruh 

peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan 

keamanan di dalam RUTAN. 

 Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung 

segala kegiatan yang ada di LAPAS maupun RUTAN, apabila terjadi 

gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada 

terhambatnya proses kegiatan-kegiatan yang ada di LAPAS maupun RUTAN. 

Oleh karena itu pihak LAPAS atau RUTAN harus mengusahakan agar segala 

peraturan keamanan dan ketertiban dapat ditaati oleh seluruh warga binaan, hal 

tersebut tentu dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem keamanan yang 

baik. 

 Keamanan yang dimaksud yaitu tentang keamanan yang berkaitan 

dengan aspek hukum dari tahanan yang bersangkutan. Peran petugas LAPAS 

atau RUTAN sangatlah penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban 

dari para narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib 

LAPAS atau RUTAN. 
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F. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 Pada mulanya banyak harapan dalam konsep hukum acara pidana 

bahwa tujuan dan tugas utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran. 

Mencari kebenaran dari setiap peristiwa yang ditimbulkan oleh kelakuan 

manusia itu ada kalanya mudah ditetapkan, akan tetapi ditinjau dari segi hukum 

bukanlah pekerjaan yang mudah. Suatu peristiwa yang terjadi terbentur hanya 

seorang saksi yang dijumpai dalam pembuktian, sehingga kebenaran yang 

berhadapan dengan asas “Unus Testis Nullus Testis” semacam itu belum 

lengkap menurut hukum acara pidana. Sebaliknya mencari kebenaran dari 

setiap peristiwa yang ditimbulkan oleh kelakuan manusia itu ada kalanya tidak 

mudah, oleh karena bahan-bahan keterangan dan bukti-bukti yang 

dikumpulkan memakan waktu lama atau kejadiannya memang misterius, 

sehingga tak mungkin lagi mendapatkan kebenaran yang lengkap.59 

 Hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik dapat disempitkan 

menjadi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim. 

Peraturan hukum acara mengenai prosedur beracara perkara pidana ini menjadi 

materi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun 

hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik meliputi bidang luas 

diartikan bahwa disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan 

eksekusi putusan hakim juga merupakan peraturan hukum tentang susunan 

                                                           
59 Adriyanto S. Kader, 2014, Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vo. 2. 
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peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya 

sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.60 

 Pengertian hukum acara pidana yang makin diperluas itu mengatur 

tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana. 

Dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana 

sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.61 

 Menurut ilmu hukum acara pidana yang sasarannya mempelajari 

peraturan perundang-undangan dalam hal timbulnya dugaan atau sangkaan 

terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang ditentukan oleh undang-

undang hukum pidana. Maka sudah lazim pengaturan perundangan hukum 

acara pidana pada pokoknya mempunyai luas lingkup terbatas mengatur tata 

cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan keputusan hakim, 

upaya hukum melawan keputusan hakim, dan eksekusi keputusan hakim.62 

 Tinjauan menurut ilmu hukum acara pidana tersebut kiranya dapat 

disimpulkan bahwa di dalam hukum acara pidana terkandung dua unsur yang 

esensial yaitu:63 

1) Hukum acara pidana telah mulai dilaksanakan sekalipun masih pada tingkat 

timbulnya dugaan atau sangkaan terjadinya perbuatan pidana; 

2) Hukum acara pidana sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 

kewenangan bertindak bagi alat-alat perlengkapan negara apabila terjadi 

perbuatan pidana. 

                                                           
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid 
63 M. Karjadi, Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana  Dengan Penjelasan Dan 

Komentar, Politeia, Bogor, 1989, hlm.  67. 



79 
 

  Dengan demikian terhadap pelanggaran hukum pidana tentunya harus 

ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur 

hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana sehingga ideologi Indonesia sebagai negara 

hukum benar-benar terwujud.64 

 

                                                           
64 M. Yahya Harahap, Op.Cit 


